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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang merdeka dan berdaulat dibentuk dersganrgsi yang sama,
yaitu membangun kehidupan bersama yang lebih segahPembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan penkzntNegara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk melindungirga dan wilayah negara,
serta memajukan ‘kesejahteraan untuiiang menjadi ‘permasalahan pertama
mengemuka adalah bagaimana upaya mencapai kesaghieersama tersebut
dapat ditempuh dengan cara yang efisien.

Solusi yang ditawarkan pada era reformasi dengsmndhi turunnya
Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, adalaik melakukan perubahan
sakralisasi konstitusi oleh rezim orde baru daratiaperealisasikan tujuan Negara
Kesatuan Republik: Indonesia dengan konsep pelinmpalvawenang oleh
organisasi pemerintah kepada tingkat bawahnyaesedmrkis?

Demokrasi secara umum memiliki kecenderungan yammas yaitu
melibatkan rakyat dalam proses pengambilan kepuajissbab esensi demokrasi
adalah adanya kebebasan individu dalam partisigersa persamaan individu.

Implementasi dari perkembangan demokrasi adalamyad&ebutuhan untuk

1 Jimly Asshiddigie Menuju Negara Hukum yang Demokrat@tk. Pertama, PT. Buana
llImu Populer, Jakarta, 1999, him. 86.

2 Bambang YodoyonoOtonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM
Aparatur PEMDA dan Anggota DPRIQtk. Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2061,
20.

3 Arbi Sanit, Perwakilan Politik di IndonesiaCtk. Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1985,
him. 205.



menghadirkan lembaga-lembaga politik yang menjaangroses demokrasi itu
sendiri. Dalam kaitannya dengan kehidupan berbaggeg sejahtera, lembaga
keterwakilan dapat mewakili keinginan rakyat yangrupakan sebuah syarat
dalam proses perjalanan sistem demokrasi yangrioiErskan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas daryadaemokrasi. Negara
Republik Indonesia yang selama ini menjalankan tekaklemokrasi perwakilan
atau disebut demokrasi tidak langsung. Demokrasvadélan adalah suatu sistem
politik dengan memberikan hak kepada rakyatnyaraetidak langsung atau
melalui para wakilnya untuk ikut serta melakukagi&&n kenegaraan dibidang
politik.*

Dalam upaya pembangunan, pemerintahan harus meuapekionsep
kesatuan negara yang berlandasan sistem pembag&nadaan, karena
mengingat bangsa-ini penuh dengan ragam suku dadayau Lebih lanjut
kemajemukan ini-bukan menjadi sebuah halangan a@artgan bagi Indonesia
untuk memajukan kehidupan Bangsa. Justru dengamlisme, bangsa akan
menjadi kuat dan maju jika pemerintah mampu untugmahami konsep
pembagian kekuasaan ieSentralisagi

Desentralisasi menempatkan rakyat dalam pengambkaputusan
bersama untuk menentukan arah dan langkah sistemerjpgah dengan solusi
pembagian kekuasaan yang ditandai dengan amandgbienl1945 selanjutnya

melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah.

* Toto PandoyoUlasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undangabd 945,
Proklamasi Dan Kekuasaan MPRberty, Yogyakarta, 1992, him. 90.



Salah satu institusi yang menunjukkan pelaksanaamoklrasi tidak
langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeratagaellembaga perwakilan
rakyat di daerah, institusi tersebut memiliki perarbesar dalam mensukseskan
otonomi daerah dan menjamin proses desentralisesara lebih baik dan
bertanggung jawab.

Jadi lembaga perwakilan rakyat daerah adalah spéming dalam negara
yang plural agar dapat mengorganisir aspirasi taigéuk kepentingan bersama
di tingkat lokal, dan berdasarkan hal tersebut &eba Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah sebuah kemajuan dalam sistem otatemrah yang berlandaskan
kebersamaan dan kemajuan daerah. Dengan hadimnmpad@ perwakilan dapat
membuat efisiensi-dari makna keterwakilan itu sen@ing pada akhirnya dapat
mengimbangi kekuasaan pemerintah yang berkuasaikadtiatari perwakilan
adalah mempercayal sepenuhnya pengambilan keputliBagkat perwakilan
oleh wakil-wakil yang dipilih oleh masyarakat.

Rakyat adalah pihak yang mempunyai kepentinganadeqh badan
perwakilan itu sendiri, karena rakyatlah yang mealgkan kekuasaannya melalui
proses politik. UUD 1945 telah menjaminkan kebeaad®ewan Perwakilan
Rakyat sebagai badan perwakilan yang mewakilan atalsgluruh Indonesia
sebagai lembaga kekuasaan yang memegang amanaik, psdfhagaimana
dijelaskannya Dewan Perwakilan Rakyat dipilih mglglemilihan umum.

Dengan kata lain Dewan Perwakilan Rakyat adalahefpeaan seluruh

rakyat Indonesia yang mengawali proses pemerintaang demokratis.



Berdasarkan kedudukan dan kekuasaannya badanatdégtsbedakan menjadi
empat:

1. Legislatif nominal adalah hakekat peranannya hatsdbatas pada
formalitas saja. Kekuasaan tertinggi dan mempunyavenang untuk
membuat undang-undang, tetapi lembaga legislatsiebait tunduk (sub
ordinasi) kepada lembaga atau badan eksekutif;

2. Legislatif supremasi adalah berarti yang mempurk@idudukan dan
kekuasaan “supremasi di dalam negara dan mempueyangm yang
menentukan. Lembaga legislatif tidak saja menemulkaam peraturan
perundang-undangan, tetapi juga memilih hak untekgawasi lembaga
eksekutif bahkan jika perlu dapat menjatuhkan kethin

3. Legislatif perimbangan adalah dalam sistem kedudlgmbaga legislatif
seimbang dan mempunyai peranan yang sama dengaadaneksekutif,
demikian juga dengan lembaga yudikatif. Artinyadetiganya sejajar;

4. Legislatif langsung oleh rakyat, disebiifect popular legislatut adalah
lembaga ‘legislatif yang peranannya dilakukan langswleh rakyat
melalui hak inisiatif dan referendum.

Ditambah lagi dengan wewenangnya, Dewan Perwakikkyat memiliki
fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi paagan. Peranan yang diemban
oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini mempunyai kedudulang cukup besar
dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200dtate

Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan sistem genbeekuasaan sebagai



prinsip menghormati kehidupan regional menurut yataadat dan sifat sendiri-
sendiri dalam kadar negara kesatuan. Hubunganbtdrsiapat mengoptimalkan
peran masyarakat dalam menyalurkan aspirasi pdilalsdembaga perwakilan
dengan konsep otonomi daerah sebagai salah sakspehan prinsip-prinsip
demokrasi di daerah, sehingga yang berfungsi selimgian legislatif daerah
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan yanfurgsi sebagai badan
eksekutif daerah adalah Pemerintah: Daerah. Dalatensi otonomi daerah,
berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahd®4 2tentang
Pemerintahan Daerah, legislatif dibentuk dengatersigpemerintah daerah yang
diberikan tugas dan wewenang untuk mengawali @ergel pemerintah di daerah
yang dimaksud adalah:

1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahamddfepala Daerah
untuk mendapatkan persetujuan bersama;

2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentangDAP&sama
dengan Kepala Daerah;

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Bandgeraturan
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daArRIBD, kebijakan
pemerintah daerah dalam melaksanakan program peonteam daerah,
dan kerja sama internasional di daerah.

Oleh karena itu dalam suasana refomasi menuju pé&mbetonomi yang
seluas-luasnya kepada daerah, pengefektifan pemarfudgsi DPRD khususnya
terhadap pembentukan peraturan daerah merupakayahgl sangat mendesak

untuk dilakukan dengan cara peningkatan kualitggyata DPRD itu sendiri dan



penyempurnaan struktur kelembagaan DPRD, sehinggailiki kemauan dan
kemampuan secara efisien dan efektif dalam menkaaraspirasi rakyat di
daerah.

Sebagai badan legislatiff DPRD berfungsi sebagailatapembuat
peraturan perundangan daerah. Melalui fungsi inRDRnengaktualisasikan diri
sebagai wakil rakyat. Undang-Undang Nomor 32 TaR0@4 dan Tata Tertib
DPRD telah mengatur hak prakarsa atas rancangatupsn daerah. Akan tetapi
berbagai kendala ‘menyebabkan hak prakarsa terseblum sepenuhnya
dilaksanakan oleh DPRD. Inisiatif yang datang @#RD juga terhitung masih
langka, demikian pula penggunaan hak usul mengadglerubahan atas
peraturan daerah.umumnya masih datang dari ekEekuti

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenRemerintahan
Daerah, diharapkan memberikan dampak nyata yargytkraadap peningkatan
pelayanan kepada-masyarakat. Pelimpahan wewenamgpelmerintah pusat
kepada pemerintah-daerah memungkinkan terjadinggepenggaraan pelayanan
publik dengan ‘jalur birokrasi yang lebih ringkaandmembuka peluang bagi
pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalambpean dan peningkatan
kualitas pelayanan.

Salah satu produk hukum DPRD Kota Yogyakarta dataehaksanakan
fungsi legislasinya adalah Peraturan Daerah Kotgy#kata Nomor 5 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Untuk itu sebagadi kasus dalam
penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti ladanjut terhadap peraturan daerah

yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legif{asena pada saat ini banyak



sekali peraturan daerah yang dibatalkan kebany#&kdait dengan pajak dan
retribusi, baik itu di tingkat provinsi maupun kaaten/kota. Perda Pajak dan
Retribusi, dibatalkan karena bertentangan dengadaitfpiUndang Nomor 28
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan:

“Perda Pajak Retribusi itu diatur di Undang-Undangmior 28 Tahun
2009, yang bersifat close list, tidak boleh melehipa yang diatur di Undang-
Undang itu. Paling hanya dibuat kisaran saja. Msa. Pajak bahan bakar itu
paling tinggi 10 persen, kalau ada daerah yang bl@&jpersen pasti kita coret,”
jelasnya.Meski begitu, pembatalan itu tidak berar@nggugurkan seluruh Perda.
Dalam beberapa kasus, pemerintah hanya membat&i&barapa pasal atau ayat
saja. Pembatalan keseluruhan Perda hanya terja@i gda salah konstruksi atau
menyalahi kewenangan. Kami menargetkan tahun 2@t ridak ada lagi
Perda bermasalah. Perlu diketahui, setiap tahund@goerda bermasalah selalu
muncul. Ini terbukti dari rajinnya pemerintah mendikan Perda. Sepanjang
tahun 2002 sampai 2009 Kemdagri membatalkan 1.881eP tahun 2010
sebanyak 407 Perda dibatalkan. Tahun lalu Kemdagmmbatalkan 351 Perda.

Pemerintah--.menganggap Perda-perda bermasalah itinyetsmbkan
belasan triliun rupiah uang negara terbuang percurBeatapa tidak, pembuatan
setiap Perda membutuhkan biaya sekitar Rp 300 jB@hkan, Perda yang
kompleks dan mengharuskan anggota DPRD studi bgri@irsejumlah daerah.
Namun Gamawan-membantah Perda bermasalah selalucuhurap tahun.
Menurutnya, Perda yang dibatalkan itu lahir sebelumdang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. SedangkadaHeerda baru selalu
dievaluasi agar tidak bertentangan dengan aturamgyaebih tinggi dan
kepentingan umum. “Evaluasi Perda baru itu dilakaldalam rangka pembinaan
daerah,” tukasnya.’

Karena peraturan daerah yang dihasilkan tersebutu yeetribusi,
implementasinya berhubungan langsung dengan m&syasaitu penerapannya

menghimpun dana masyarakat untuk kepentingan peatisng pendapatan asli

daerah yang tujuan utamanya adalah meningkatkarygen. Namun dari sisi

® Pemerintah Batalkan 824 Perda Bermasalah Dianggapehtangan Dengan Undang
Undangat http://www.rmol.co/read/2012/08/28/75971/Pemtati-Batalkan-824-Perda-
Bermasalah-. November. 1, 2012.




proses pembentukannya apakah dalam menyusun peraéusebut wakil rakyat
telah melakukan proses legislasi dengan baik, dengamperhatikan peraturan
yang lebih tinggi dan yang tidak kalah pentingngalah memperhatikan aspek
aspirasi serta kemampuan dari masyarakat. Kares@ thari produk hukum
tersebut pelaksanaannya harus memperhatikan subyékusi yaitu masyarakat
itu sendiri, melihat kemampuan masyarakat terh&@spr kecilnya tarif retribusi,
proses pemungutannya, agar tidak menambah bebaam d&ehidupan
masyarakat, dan juga memperhatikan terkait tekalaksanaan Perda tersebut
apabila diterapkan, agar tidak terjadi kebingund@alam masyarakat. Sehingga
dalam pembuatannya sangat diperlukan partisipdmikpu

Partisipasi publik atau partisipasi- masyarakatrdgi@nyusunan peraturan
daerah merupakan hak masyarakat, yang dapat ddakbkik dalam tahap
penyiapan maupun tahap pembahasan, sehingga Imarjedles pengaturan
mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk mdmémak atas partisipasi
masyarakat dalam-penyusunan Perda tersebut. ®lék tlari penyusunan suatu
peraturan daerah adalah efektivitas dan efisieaspgda masyarakat. Dengan
kata lain, penerapan suatu peraturan daerah heypas guna dan berhasil guna,
tidak mengatur golongan orang tetentu saja, demgangabaikan kepentingan
golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalansgggenyusunannya, para
pihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan lamgsataupun tidak langsung
terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dikdra

Dari penjelasan tersebut diatas jelas menunjukdiw®adalam proses

pengambilan keputusan, termasuk pengambilan kegnutiedam bentuk peraturan



daerah, diperlukan suatu sikap aktif dari anggd®®D terkait materi suatu Perda
dan juga memberikan hak kepada masyarakat untyatisipasi dalam proses
penyusunan peraturan daerah, yakni dengan cara enemasukan secara lisan

atau tertulis dalam persiapan maupun pembahaseangan peraturan daerah.

B. Rumusan Masalah
Dari paparan latar belakang di atas, maka penuisatd mengambil
permasalahan yang terkait Pelaksanaan Fungsi &egiflewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Studi Terhad@ambentukan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasanreebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Dewan PéamaRakyat Daerah
(DPRD) Kota Yogyakarta studi terhadap pembentukamatBran Daerah

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum?

C. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitisinadalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi De®Rarwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta studi terhadap petoi@n Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasantm

D. Tinjauan Pustaka
Dalam rangka penyusunan skripsi ini maka penulisnggenakan

seperangkat teori yang merupakan sebuah pijakanpleaglis dalam penelitian



ilmiah agar dapat mengamati, meneliti dan menetpgala serta peristiwa yang
akan diangkat dari lapangan dengan berdasarkan-téeor yang dapat

memudahkan penulis untuk mengukur ketimpangan yamadi dilapangan dari

yang seharusnya dan sebaiknya menurut teori-esehut.

1. Hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya,

Hubungan antara seorang wakil dengan yang diwahkilidapat dilihat
dalam teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Mandat

Seorang wakil dianggap duduk di lembaga perwalidarena mendapat
mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris.ri Tie@o dipelopori oleh
Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Dalam mengperkembangan zaman,
maka teori ini pun-menyesuaikan dengan kebutuher@azaTeori mandat ini lahir
dan berproses sebagai berikut:

a. Mandat Imperatif.

Menurut teori ini, bahwa seorang wakil yabgrtindak di lembaga
perwakilan harus sesual dengan perintah (instrukasng diberikan oleh yang
diwakilinya. Sang wakil tidak boleh bertindak difyzerintah. Sedangkan jika ada
hal-hal atau masalah/persoalan baru yang tidalapetddalam perintah tersebut
maka sang wakil harus mendapat perintah baru &g yiwakilinya. Dengan
demikian berarti akan menghambat tugas perwakimsebut, akibatnya lahir
teori mandat baru yang disebut mandat bebas.

b. Mandat Bebas

® Max Boboy, DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan TatanegaPaistaka Sinar
Harapan, Jakarta, 1994, him. 20.



Ajaran ini berpendapat bahwa sang wakil dapat ki tanpa tergantung
akan perintah (intruksi) dari yang diwakilinya. Meuat teori ini sang wakil
adalah merupakan orang-orang yang terpercaya dailinteserta memiliki
kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinyhingga sang wakil
dimungkinkan dapat betindak atas nama mereka yavakiinya.

c. Mandat Representatif

Teori ini mengatakan bahwa sang wakil dianggap dimrgg dalam
lembaga perwakilan, dimana yang diwakili memilihnndaemberikan mandat
pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil sebadavidu tidak ada
hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk mintaapggungjawabannya, yang
bertanggung jawab justru adalah lembaga perwakégada rakyat pemilihnya.

2. Teoriorgan

Ajaran ini lahir di Prancis sebagai rasa ketidalgamaterhadap ajaran
Teori Mandat. Para sarjana mencari dan membuaardfaori baru dalam hal
hubungan antara seorang wakil dengan yang diwgéilin

Ajaran Vaon Gierke (Jerman) tentang teori organ gatakan Negara
merupakan satwrganismyang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti,
eksekutif, parlemen dan rakyat, yang semuanya gmpunyai fungsi sendiri-
sendiri namun antara satu dengan lainnya salingepentingan.

Dengan demikian maka setelah rakyat memilih lembpgawakilan
mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga penaakiérsebut dan lembaga ini
bebas menjalankan fungsinya sesuai dengan kewemaragey diberikan oleh

Undang-Undang Dasar.



Teori ini mendapat dukungan ddaul laband, mengemukakan bahwa
hubungan antara sang wakil dan yang diwakilinyaktigerlu dipersoalkan dari
segi hukum. Bahwasanya rakyat dan parlemen adalgdénoyang sumbernya
adalah undang-undang dan masing-masing mempumgsifaendiri-sendiri. Jadi
tidak perlu dilihat hubungan antara organ perwakii@n organ rakyat. Rakyat
mempunyai hubungan yuridis dengan parlemen yaitmifire dan membentuk
organ parlemen (Perwakilan). Setelah organ parlder@entuk maka rakyat tidak
perlu lagi turut campur dan selanjutnya organ tersdédebas bertindak sesuai
dengan fungsinya.

3. Teori Sosiologi

Ajaran ini.menganggap bahwa lembaga perwakilan hukerupakan
bangunan politis; akan tetapi merupakan bangunasyan@kat (sosial). Para
pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang dianggagniar-benar ahli dalam
bidang kenegaraan:-yang akan bersungguh-sungguh eterképentingan para
pemilih. Sehingga lembaga perwakilan yang terbemttukerdiri dari golongan-
golongan dan kepentingan-kepentingan yang ada daasyarakat. Artinya
bahwa lembaga perwakilan itu tercermin dari lapis@syarakat yang ada.

4. Teori Hukum Obyektif

Leon Duguit mengatakan hubungan antara rakyat dderpen dasarnya
adalah solidaritas. Wakil-wakil rakyat dapat metaiakan dan menjalankan tugas
kenegaraannya hanya atas nama rakyat. Sebalikrikyatrédak akan dapat
melaksanakan tugas kenegaraannya tanpa membekangian kepada wakil-

wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah. &endemikian ada



pembagian kerja antara rakyat dan parlemen. Keangumtuk berkelompok yang
disebut solidaritas adalah merupakan dasar daa pakium obyektif yang timbul.
Hukum obyektif inilah yang membentuk lembaga pemaakyang menjadi satu
bangunan hukum dan bukan hak-hak yang diberikamdeepnandataris yang
membentuk lembaga perwakilan tersebut, akibatnya:

a. Rakyat atau kelompok sebagai yang diwakili harugt igerta dalam
pembentukan lembaga perwakilan dan cara yang kedmalah melalui
pemilihan umum yang menjamin terlaksananya “saliasrsosial’ untuk
memungkKinkan rakyat atau kelompok sebanyak mungkinmenentukan.

b. Kedudukan hukum daripada pemilih dan dipilih-sermatta didasarkan
pada hukum obyektif, sehingga tidak ada persoaddknhiak dari masing-
masing kelompok tersebut. Dengan demikian masingfga harus
menjalankan kewajibannya sesuai dengan hasratikemgnereka untuk
berkelompok dalam Negara atas dasar solidaritaslsos

c. Dalam menjalankan tugasnya sang wakil harus meayesutindakannya
dengan kehendak pemilinnya, bukan disebabkan kaaelaahubungan
mandat, akan tetapi karena adanya hukum obyektifj yhlandasi pada
solidaritas sosial yang mengikatnya. Sehingga maskitidak ada
sanksinya, tidak mungkin alat-alat perlengkapanareegertinggi tidak

akan melaksanakan tugas dan fungsi.

Selain teori perwakilan yang diuraikan di atas mad#ta juga pendapat dari

para sarjana yang lain dalam rangka pembahasamtehtibungan antara seorang



wakil dengan yang diwakilinya, seperti yang dikeiakdn oleh Gilbert Abcarian
yaitu:

a. Sang wakil bertindak sebagai waliuste
Dalam hal ini sang wakil bebas mengambil keputuatau bertindak
berdasarkan pertimbangannya sendiri tanpa hardsormrltasi dengan
yang diwakilinya.

b. Sang wakil bertindak sebagai utusdelégate
Maksudnya ialah bahwa sang wakil bertindak sebatmsan atau duta dari
yang diwakilinya, artinya sang wakil senantiasalsemengikuti perintah
dan instruksi serta petunjuk dari yang diwakilijalam melaksanakan
tugasnya.

c. Sang wakil-bertindak sebagaudlitico”
Artinya bahwa sang wakil dalam hal ini kadang-kapbartindak sebagai
wali (truste, dan ada kalanya dapat juga bertindak sebagasamtu
(delegat¢. ~Tugasnya tergantung pada matelissye yang akan
dibicarakan.

d. Sang wakil bertindak sebagaadrtisart
Dalam hal ini sang wakil bertindak sesuai dengdmekdak atau program
dari organisasi (partai) sang wakil. Setelah sarakilwdipilih oleh
pemilihnya atau yang diwakilinya, maka lepaslah ungannya dengan
pemilih tersebut selanjutnya mulailah hubunganngagdn organisasi

(partai) yang mencalonkannya dalam pemilihan tertseb



2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat atau sering disebut demmatemen. Kata
parlemen berasal dari katapdrle’ yang berarti bicard. Artinya aspirasi
masyarakat yang sudah diakomodir dalam sebuah walk@pentingan rakyat,
kemudian harus mereka suarakan atau bicarakan dading parlemen kepada
pemerintah yang berkuasa.

Ada sejumlah instrumen yang tersedia untuk pelaeatugas DPR yaitu
Pertama kewenangan dalam pembuatan Undang-Undang danPataia untuk
DPRD yang bertujuan untuk mengatur tata cara pafelen tugas eksekutif
dalam menjalankan pemerintahan. Peranan DPR shagat dalam pengesahan
sebuah RUU dan atau Raperda untuk-DPRD yang diajokeh Pemerintah.
Kedug adalah mengawasi Pemerintah. Pengawasan terttyjulaer agar semua
aturan yang ada telah mendapat persetujuan DPRkgarla sebagaimana
mestinya.

Dalam wacana otonomi daerah, terdapat beberapa yresnerintahan
yang menjalankan roda pemerintah di daerah.  Yangkalben dengan
pengawasan, pengesahan anggaran daerah, dan siegiattalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun yang dimdkdengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga qdelan rakyat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

" Inu Kencana Syafiie, dan AzhaBjstem Politik IndonesiaCtk. Keempat, PT. Refika
Aditama, Bandung, 2008, him. 63.
8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pataken Daerah, Pasal 40.



Jadi DPRD bagian dari penyelenggara pemerintahamladrah, baik
ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan bessaama dengan pemerintah
daerah mewarnai sistem otonomi daerah.

Legislasi berasal dari bahasa ingdegislation” yang berarti (1) perundang-
undangan dan (2) pembuat undang-undang. Sementtiakata kerja “legislation”
berasal dari kata kerja “to legislate” yang beramgngatur atau membuat undang-
undang’ Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), katal4esi berarti pembuat
undang-undang. Dengan demikian fungsi legislasiaadfungsi membuat undang-
undang.

Dalam kaitannya dengan perwakilan, DPRD sebagaivglelan dari
masyarakat yang duduk di lembaga penyelenggaraarerpgahan daerah dan
mempunyai fungsi legislasi, yaitu merumuskan kemauakyat itu melalui
pembuatan Perda yang mengikat seluruh rakyat diadagersebut. Sehingga
DPRD dapat juga dikatakan sebagali pembuat keputysag menyangkut
kepentingan umum, sebagai bagian dari penyelengiggsamerintahan daerah
dalam konteks keefisien untuk menuju kesejahtedaarkemajuan daerahnya.

Sementara itu Jimly Asshidigie menyatakan bahwagdunegislasi
menyangkut empat bentuk kegiatan yafgartama prakarsa pembuatan undang-
undang kedua pembahasan rancangan undang-undketiga persetujuan atas

pengesahan rancangan undang-undasan keempat pemberian persetujuan

® Jimly Asshiddigie Konsilidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke&nPusat
Studi Hukum Tata Negara FH Ul, Jakarta, 2002, Fi#&.



pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atauseigjuan internasional dan

dokumen-dokumen hukum yang mengikat laintfya.

3. Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah (Perda)

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otononk améngatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menakarpa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan @ergsuwchdangan.

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah [kepatda pemerintah
daerah yang bersifat operasional dalam rangkansigigokrasi pemerintah.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusaadalah antara lain:
menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bideergngkatkan pelayanan
kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian da@m@hmeningkatkan daya
saing daerah dalam proses pertumbufian.

Otonomi Daerah memberi kesempatan bagi daerah umimbangun
struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutd@&arah, membangun sistem
dan pola karier politik dan administrasi yang kofrige serta mengembangkan
sistem manajemen pemerintahan yang efektif.

Pemerintah memberikan peluang yang sangat besad&dpaerah untuk
mengatur daerahnya sesuai dengan potensi dan shspinag berkembang di
daerah tersebut, sepanjang tidak menyangkut uryseny masih menjadi

kewenangan pemerintah pusat. Sebagai pedomaruatatyran main di tingkat

19 Jimly Asshiddigie,Pengantar llmu Hukum Tata NegarT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 200him. 34.

" HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomajawali Pers, Jakarta, 2001,
him. 76.



daerah, pemerintah daerah yang memiliki kesanggupaok melaksanakan
otonomi daerah yang memilik kesanggupan untuk rsalakkan otonomi daerah
diperkenankan mengatur urusan daerahnya dalamiogetaturan daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undaregey dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan peusetuKepala Daeral.
Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat Kégdala Daerah Provinsi
maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewamakflan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, datamah pelaksanaan
penyelenggaraan. otonomi daerah yang menjadi lagalserjalanan eksekusi
pemerintah daerah.

Dalam pembuatan peraturan daerah, sebelumnya didalkdengan
dibuatnya rancangan peraturan daerah yang biasbudifRAPERDA. Dalam
proses penyusunan Raperda ini dapat melalui 2 nsrkanyaitu:

1. Melalui inisiatif-Eksekutif dimana sebuah rangam masuk ke dewan legislatif
yang kemudian dibahas di rapat dewan untuk di sisadipakah layak dibawa ke
Pansus.

2. Melalui inisiatif dari DPRD, inisiatif ini hanyah berupa atau bersifat usulan
saja, kemudian usulan ini ditindak lanjuti olehedstif.

UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsipgereai Perda,
yaitu:

a. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelahapahgersetujuan bersama

12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PemkemtReraturan Perundang-
undangan, Pasal | ayat (7).

% Maria Farida Indrati S,llmu Perundang-undanganCtk. Ketujuh, Kanisius,
Yogyakarta, 2007, him. 202.



DPRD;

b. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraammiptugas pembantuan dan
penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undargag lebih tinggi dengan
memperhatikan ciri khas masing-masing daerah,;

c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentiogaum, Perda lain, atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

d. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembenpgtaturan perundang-
undangan;

e. Masyarakat berhak memberikan masukan secana #tsu tertulis dalam
rangka penyiapan atau pembahasan Raperda;

f. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paRsaagakan hukum, atau
pidana kurungan paling lama enam bulan atau deeldangak-banyaknya lima
puluh juta rupiah;

g. Peraturan kepala daerah dan atau keputusanakdpatah ditetapkan untuk
melaksanakan Perda;

h. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lemio@em@h

i. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagabgtepenyidik pelanggaran
Perda (PPNS);

J. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah datuier Kepala Daerah

dalam Berita Daeralf.

% Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 32.



Tata cara pembentukan Perda ditinjau dari bebenagar pemerintahan
daerah, yaitd®
1. Unsur DPRD
Perda adalah suatu bentuk produk legislatif tinglegtrah, karena itu tidak
dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD metakeRerda bertalian
dengan wewenang DPRD di bidang legislatif atau ysecara tidak langsung
dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif.
2. Unsur Kepala Daerah
Keikutsertaan kepala daerah dalam pembentukan ,Perasncakup
kegiatan-kegiatan: 1) Berdasarkan UU Nomor 22 TahB89, kepala daerah
memegang kekuasaan membentuk Perda; 2) BersamaBBRB membahas
Raperda; 3) Menetapkan Raperda yang telah disdDj®D menjadi Perda; 4)
Pengundangan.
3. Unsur Partisipasi
Partisipasi-dimaksud sebagai keikutsertaan piha&kpdi luar DPRD dan
pemerintahan daerah dalam menyusun dan membentpkrd@a atau Perda.
Konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya ksiemadkan hasil yang
dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-fjahg menghambat
pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, amtuhasyarakat dapat
diwujudkan secara nyata. Melalui otonomi diharapfaerah akan lebih mandiri

dalam menentukan seluruh kegiatannya .

> Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan DaeralGtk. pertama, Penerbit Nusa Media,
Bandung, 2009, him. 215.



Dalam hal pembentukan peraturan daerah, masydrak@ak memberikan
masukan secara lisan atau tertulis dalam rangkgigman atau pembahasan
rancangan Perda. Peraturan daerah tersebut hamgaspegasikan masyarakat
dan harus melihat kepada kebutuhan yang diperldemmah tersebut sehingga
jalannya pembangunan daerah yang berdasarkan atola@nah berjalan dengan
efisien.

4. Retribusi

Retribusi ‘adalah pungutan daerah sebagai pembayateen jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan adamn/ diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pridaditeadart®

Karakteristik pemungutan retribusi daerah adalah:

1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakarepetah daerah dan
dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengamtete yang berlaku.

2. Pihak yang-membayar retribusi daerah mendapatkdalan atau jasa
secara langsung dari pemerintah daerah.

3. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pegarannya dapat
dikenai sanksi ekonomis. Artinya apabila yang begkatan tidak
memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkiaak memperoleh
jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

4. Hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan kedeasah.

5. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan danbangunan

daerah.

'8 |da zuraida, Teknik Penyusunan Peraturan Daera@itk. Pertama, Sinar Grafika,
Jakarta, 2012, him. 85.



Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakau diberikan
Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan ria@@n umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi tersebut tidak dapat dipungut dpabpotensi
penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan ndsiateu daerah untuk
memberikan pelayanan tersebut secara cuma-c8migek dan wajib retribusi
jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang gneagan atau menikmati
pelayanan jasa yang bersangkutan, subyek retgassiumum dapat ditetapkan.
Wajib retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atagan yang diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi jasa umum.

D. Metode Pendlitian
1. Obyek Penelitian
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rdbkgarah (DPRD)
Kota Yogyakarta. Studi Terhadap Pembentukan Pam@ibaerah Nomor 5 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Subjek Penelitian
a. Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
b. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta;

c. Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Yogyakarta.

7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajadrdbadan Retribusi Daerah,
Pasal 109.



3. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara uaggsdari
responden/narasumber tentang obyek yang diteligiituydi kantor
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari itienekepustakaan
yang terdiri dari:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yaegifat

mengikat, yakni :

a) UUD 1945;

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susdaan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dbew
Perwakilan Rakyat Daerah;

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemkanta
Daerah;

d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubaha
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 rtgnta
Pemerintahan Daerabh;

e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakabae
dan Retribusi Daerah;

f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembamtuk

Peraturan Perundang-Undangan;



g) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yiagya
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukung yan
memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap baklanrhprimer,
yang terdiri dari:

a) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan derfgagsi
legislasi DPRD dalam rangka otonomi daerabh;

b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, jurnal, artjahg berkaitan
dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Bahan  hukum tersier, adalah bahan-bahan hukung wdan
memberikan petunjuk. maupun penjelasan terhadapnbabkum
primer.dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

a) Kamus inggris-indonesia;
b) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
4. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diakudengan cara
sebagai berikut:
a. Penelitian Lapangan
Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langske obyek penelitian
untuk memperoleh data primer guna memecahkan palamas dalam penelitian
ini. Adapun cara yang peneliti gunakan adalah Waaen Dalam penggunaan
metode ini, peneliti mengadakan  wawancara langsurdgengan

responden/narasumber yang terkait.



b. Studi Kepustakan dan Studi dokumen
Guna melengkapi data yang diperoleh dari hasil [gemelapangan, maka
dilakukan juga penelitian kepustakaan dan studtuden, yaitu mempelajari
beberapa peraturan perundangan, risalah sidanghaldmal yang berhubungan
dengan permasalahan penelitian.
5. Pendekatan yang digunakan
Metode pendekatan vyang digunakan dalam penelitian adalah
pendekatan yuridis' normatif yaitu pendekatan dadu$s pandang ketentuan
hukum atau perundang-undangan yang berlaku.
6. Analisis Data
Data yang. telah dikumpulkan dari hasil penelitidogik penelitian
kepustakaan maupun penelitian lapangan, akan diBnadecara deskriptif
kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengara mengelompokkan dan
menseleksi data-~yang diperoleh dari penelitian menukualitas dan
kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan pergierandang-undangan dan
teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakasmingga diperoleh jawaban atas

permasalahan dalam penelitian ini.

. Kerangka Skripsi
Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsberikut disajikan
tentang sistematika pembahasan yang penulis pégnndalam penyusunan

skripsi ini, yaitu:



BAB |

BAB 11

BAB |11

BAB IV

Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan ini diuraikan tentang latakaeg
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, map&zelitian,
dan tinjauan pustaka yang merupakan landasanyaog penulis
pergunakan untuk membahas dan menganalisis dalayugean
skripsi ini, dan kemudian diuraikan juga tentangode penelitian
yang penulis pergunakan dalam penelitian ini.

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

Bab ini memuat tentang tinjauan umum mengenai
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan juga
Pembentukan Peraturan Daerah.

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLAS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA
YOGYAKARTA STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5. TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Bab ini memuat Proses Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyak8tudi
Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5nT20i12
Tentang Retribusi Jasa Umum.
PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas Proses

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan &akgperah



(DPRD) Kota Yogyakarta Studi Terhadap PembentukenatBran

Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasanu
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